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PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta  
No. 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt) 
Abstrak 
Sasaran penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif. Upaya-upaya 
perlindungan anak harus di mulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi 
secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam UU No 11 Tahun 2012 
dijelaskan bahwa wajib untuk mengutamakan keadilan restoratif, yang artinya dalam 
proses  keadilannya sangat mengutamakan perlindungan hak-hak anak tersebut. 
Narkotika atau obat-obatan terlarang pada saat ini merupakan barang yang tidak di 
legalkan oleh permerintah untuk diedarkan secara bebas apalagi sampai 
disalahgunakan dengan berbagai alasan. 
 
Kata Kunci: penegakan hukum, narkotika , penyalahgunaan , anak 
Abstract 
The goal of law enforcement must be aimed at substantive quality. Child protection 
efforts must start es early as possible, so that later they can participate optimally for 
the development of the nation and state. In Law No. 11 of 2012 it is explained that it 
is mandatory to prioritize restorative justice, which means that in the process of 
justice it is very prioritizing the protection of the right of the child. Narcoticts or 
illegal drugs at this time are goods that are not legalized by the government to be 
freely circulated especially to be misued for various reasons. 
 
Keywords: law enforcement, narcotics, abuse, children 
1. PENDAHULUAN 
Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan 
ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun 
masyarakat. Objek ilmu hukum pidana menurut Muljatno adalah aturan-aturan 
hukum pidana positif yang berlaku disuatu negara. Objek hukum pidana yang lebih 
konkrit yaitu tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup 
bermasyarakat.  
Tujuan mempelajari hukum pidana adalah agar supaya para penegak hukum 
dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara tepat dan adil. Perwujudan 
terhadap adanya kepastian hukum, dan keadilan telah menimbulkan bentuk-bentuk 
hukum pidana yang dirumuskan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-
undang. 
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Strategi sasaran penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif. 
Upaya-upaya perlindungan anak harus di mulai sedini mungkin, agar kelak dapat 
berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 1 
butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai pengertian dari Perlindungan Anak 
adalah:  
Perlindungan anak adalah segala kepentingan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi 
Narkotika atau obat-obatan terlarang pada saat ini merupakan barang yang 
tidak di legalkan oleh permerintah untuk diedarkan secara bebas apalagi sampai 
disalahgunakan dengan berbagai alasan. 
Dalam proses penegakan hukum terhadap anak tidak dilindungi pada setiap 
proses penyidikan hingga peradilannya. Padahal dalam UU No 11 Tahun 2012 
dijelaskan bahwa wajib untuk mengutamakan keadilan restoratif, yang artinya dalam 
proses  keadilannya sangat mengutamakan perlindungan hak-hak anak tersebut. 
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian hukum dengan mengambil judul “ PENEGAKAN HUKUM 
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NAKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA 
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak 
/2019/PN.Skt) “ 
Tujuan dari Penelitian mengenai Penengakan Hukum Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Anak terhadap 
Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt yaitu Untuk mengetahui proses 
peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk mengetahui solusi pidana apa yang pantas 
diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
Untuk menambah pengetahuan penelitian di bidang hukum, khususnya hukum 
pidana mengenai penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 
anak. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan pokok penyusunan skripsis, guna 
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melengkapi syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan 
pemikiran dan landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada 
umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya. Hasil Penelitian ini diharapkan 
dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaahan ilmiah serta menambah 
literature untuk melakukan kajian dan penulisan hukum ilmiah bidang pidana hukum 
selanjutnya. 
2. METODE  
Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis  
Normatif. Penelitian ini mengungkap tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak terhadap Putusan Nomor 
3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam 
penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis Data 
terdiri dari data primer dan sekunder berupa putusan pengadilan. Metode analisis 
data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data normatif kualitatif. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika 
Dalam hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki 
4 tahapan yaitu: Tahap penyidikan, tahap penuntutanpenuntut umum, tahap 
persidangan, tahap LPKA lembaga atau tempat anak menjalani 
Didalam Putusan No 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt telah dijelaskan dengan 
rinci mengenai Identitas terdakwa, hasil dari penyidikan, dakwaan primer maupun 
subsider, tuntutan, fakta-fakta persidangan yang menjelaskan mengenai barang bukti, 
keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, dan keterangan terdakwa, 
dasar-dasar pertimbangan hakim, putusan, analisis kasus, dan kesimpulan 
Dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Putusan No. 3/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Skt telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika  
Penyalahgunaan narkotika bukanlah suatu kejadian yang bersifat mandiri, melainkan 
merupakan akibat dari adanya berbagai faktor yang menjadikan suatu hal yang 
merugikan bagi semua pihak yang tekait. Faktor yang menyebabkan seseorang 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna atau 
pengedar yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. 
Di dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt dapat disimpulkan 
bahwa anak Tofiqur Rohman Fikiri Albadar Als Fikri Bin Parto Diharjo Pardi 
melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika karena faktor-faktor berikut 
ini: Terdakwa berkomunikasi dengan Srada perempuan yang dikenalnya melalui 
sosial media. Karena terdakwa menyukai Srada maka Terdakwa menuruti 
permintaan Srada untuk di carikan obat atau garam asap. Faktor dari teman sebaya. 
Teman dari terdakwa yaitu Gogon yang memiliki teman penjual atau pengedar sabu. 
Terdakwa di iming-imingi oleh Sadra akan diberikan imbalan uang dari hasil 
mencarikan sabu tersebut. 
Faktor-faktor yang mendorong anak untuk terjeremus dalam penyalahgunaan 
narkotika adalah karena faktor lingkungan. Jika si anak tidak bisa mengontrol diri 
maka dia bisa terjeremus dalam hal-hal negatif. Seperti pergaulan bebas dan 
Penyalahgunaan narkotika. Selain itu yang menyebabkan anak sering di jadikan kurir 
narkoba karena para orang dewasa mengerti apabila yang melakukannya adalah 
anak-anak maka ancaman pidana yang dijatuhkan itu sangat ringan. 
3.3 Solusi pidana yang pantas untuk diterapkan terhadap anak sebagai pelaku 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika 
Khusus pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada yang dinamakan diversi 
yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar 
peradilan. Diversi sendiri hanya dilakukan dalam hal: Diancam pidana penjara di 
bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 
Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak yang lebih mengedepankan unsur diversi pada tingkat pemeriksaan, penuntutan 
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hingga proses peradilan. Apabila tersangka kasus narkoba dilakukan oleh anak 
dibawah umur, maka dimungkinkan untuk mendapatkan sanksi yang berbeda. 
Karena pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana Anak berasaskan bahwa 
kepentingan bagi Anak adalah hal yang harus ditegakkan. Penjara merupakan upaya 
terakhir. Selain itu juga perlu dilihat pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil 
putusan untuk menjatuhkan pidana kepada anak sebagai pelaku Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika 
Didalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt dalam menjatuhkan 
pidana kepada tersangka anak Tofiqur Rohman Fikri Albadar Als Fikri Bin Parto 
Diharjo Pardi, Hakim yang menangani perkara ini mempertimbangkan beberapa hal 
dalam mengambil putusan. 
Karena pertimbangan pidana tersebut maka Anak Tofiqur Rohman Fikri 
Albadar Als Fikri Bin Parto Diharjo Pardi maka terdakwa anak dijatuhi pidana 
penjara selama 10 bulan dengan syarat pengawasan selama 1 tahun 6 bulan. Akan 
tetapi pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada 
putusan Hakim yang menentukan hal lain yang dikarenakan terpidana melakukan 
tindak pidana sebelum pengawasan selama 1 tahun dan 6 bulan belum berakhir. 
Bahwa dalam menjatuhkan pidana putusan No 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt, 
Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang RI Nomor 
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.  
Yang dalam hal ini seluruh pertimbangan dalam mengambil putusan harus 
mempertimbangkan kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembang anak. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-
hal sebagai berikut: Pada umumnya sistem peradilan anak wajib mengutamakan 
pendekatan Keadilan  Restoratif  yakni suatu penyelesaian perkara tindak pidana 
yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang 
terlibat untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Bahwa Pengadilan 
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Negeri Surakarta dalam mengadili penanganan perkara pidana Putusan Nomor 
3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt yang dilakukan oleh Anak telah sesuai dengan Pasal 44 
ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
Penyalahgunaan narkotika bukanlah suatu kejadian yang bersifat mandiri, 
melainkan merupakan akibat dari adanya berbagai faktor yang menjadikan suatu hal 
yang merugikan bagi semua pihak yang tekait. Faktor yang menyebabkan seseorang 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna atau 
pengedar yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Faktor-faktor 
yang mendorong anak untuk terjeremus dalam penyalahgunaan narkotika adalah 
karena faktor lingkungan. Jika si anak tidak bisa mengontrol diri maka dia bisa 
terjeremus dalam hal-hal negatif. Seperti pergaulan bebas dan Penyalahgunaan 
narkotika. Selain itu yang menyebabkan anak sering di jadikan menjadi kurir 
narkoba karena para orang dewasa mengerti apabila yang melakukannya adalah 
anak-anak maka ancaman pidana yang dijatuhkan itu sangat ringan. 
Khusus pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada yang dinamakan 
diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di 
luar peradilan. Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak yang lebih mengedepankan unsur diversi pada tingkat pemeriksaan, 
penuntutan hingga proses peradilan. Apabila tersangka kasus narkoba dilakukan oleh 
anak dibawah umur, maka dimungkinkan untuk mendapatkan sanksi yang berbeda. 
Karena pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana Anak berasaskan bahwa kepentingan 
bagi Anak adalah hal yang harus ditegakkan. Penjara merupakan upaya terakhir. 
Selain itu juga perlu dilihat pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil putusan 
untuk menjatuhkan pidana kepada anak sebagai pelaku Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkoba. Bahwa dalam menjatuhkan pidana putusan No 3/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Skt, Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai dengan Pasal 70 
Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Yang 
dalam hal ini seluruh pertimbangan dalam mengambil putusan harus 
mempertimbangkan kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembang anak. 
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4.2 Saran 
Peran Badan Narkotika Nasional sangat diperlukan untuk mengajak masyarakat 
untuk menanamkan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika 
baik mengenai bahaya sebagai pengguna maupun pengedar narkotika. Kepada 
seluruh lapisan masyarakat terutama dalam lingkup keluarga, sekolah dan 
pemerintah. 
Dalam menjatuhkan pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana perlu 
dilakukan diversi dan lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi 
tercapainya suatu keadilan Restoratif bagi anak. 
Pidana penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara untuk anak 
yang bermasalah. Karena pidana penjara hanya akan menambah pengaruh buruk 
untuk anak. 
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